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2015 tontang Organisasi Dan . Tata Kerja Ii :..
Kepaniteraan dan Kesekretariatan- Peradﬂan':.?:_:"'.;.
sebagaimana telah diubah -beberapa _-__kah, ' - S
terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung = - S
Nomor 4 Tahun 2018 tentang'”?erubéﬁaﬂ' S S
Kedua atas Peraturan - Mahkamah Agung"' S

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Orgamsas1 Dan'
Tata Kerja Kepamteraan dan’ Kesekretanatan--
Peradilan; _' R
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun'
2016 tentang Penegakan Dls1p11n Kerja I—Iak1m'-
pada Mahkamah Agung dan Badan. Peradﬂan;g'_i
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Nomor 378/SEK/SK/V/2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan |

Peradilan di bawahnya;

MEMUTUSKAN: S
KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG - =
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS *
BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH';_-' e s
AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA, R,

Menetapkan Pedoman Analisis' Beban Kcrja cl1 B

lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradﬂan e
di bawahnya sebagaimana tercantum ciaiam"- R

Lampiran [ yang merupakan bagla,n
terpisahkan dari keputusan ini. ' '_ o
Menetapkan Pelaksanaan Anahszs Beban Kerj di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Pcradﬂan -
di bawahnya sebagalmana terc:antum
Lampiran [ yang mempal«:an baglan

terpisahkan dari keputusan ini..
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LAMPIRAN [: KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :415/SEK/SK/V/2019
TANGGAL : 31 Mei 2019

PEDOMAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN
BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

L.

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

berada di bawahnya adalah seluruh satuan kerja di lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di .

bawahnya.

Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang . -
dilakukan secara sistematis untuk memperoleh "_inform'asi S

mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja -Orgaﬁi's'asi-'7

berdasarkan volume kerja,

Volume Kerja adalah sekumpulan tugas/ pekerjaan:j?'éﬁg" harts

diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Efektivitas dan efisiensi kerja adalah perbandingan  antara . .

bobot/beban kerja dengan jam kerja efektif dalam rangka :

penyelesaian tugas dan fungsi organisasi,

Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang meﬁjadi"faﬁgéiﬂg P

jawab jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara -

volume kerja dan norma waktu.

Norma Waktu adalah waktu yang wajar dan  senyatanya T

dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oIéh"Se‘df'ahg’ R

pemangku jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Waktu Luang adalah waktu keria yang hilang karena -3'_t'id:a'k' S

bekerja.




10.

11.

12.

(1)
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Waktu Kerja  Efektif adalah jam kerja dikurangi Waktu .
Luang yang harus dipergunakan untuk menjalankan tugas
yaitu & (lima} jam dalam 1 (satu) hari).

Efisiensi Kerja Jabatan adalah perbandingan antara beban kerja
jabatan dan jam kerja efektif dalam rangka penyelesaian tugas
dan fungsi suatu jabatan serta tugas lainnya.

Efisiensi Kerja Unit adalah perbandingan antara beban kerja
unit organisasi dan jam kerja efektif dalam rangka penyelesaian
tugas dan fungsi suatu unit organisasi serta tugas lainnya.
Efektivitas Kerja Jabatan adalah persentagse perbandingan
antara beban kerja sesual dengan tugas dan fungsi jabatan
dengan beban kerja secara keseluruhan yang dilaksanakan.
Efekiivitas Kerja Unit adalah persentase perbandingan antara
beban kerja sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi
dengan beban kerja unit organisasi secara keseluruhan yang

dilaksanakan.

BABII
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman analisis beban kerja menjadi acuan bagi set1apumt f:':' L
organisasi di lingkungan Mahkamah Agung . dan Badan’ o SR
Peradilan yang berada dibawahnya dalam __mélak'sé'ﬁakaﬁ DR

Analisis Beban Kerja sesuai dengan tugas 'dan':fUhgsi nié.éiiig.-”-_: IR

masing.

Analisis Beban Kerja dilaksanakan untuk mengukur dan -
menghitung beban kerja setiap jabatan/unit kerja dalamrang}{a R
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan meniﬁ@éﬁkén:‘i S

kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional, - ... o

rasional dan akuntabel.

Analisis Beban Kerja dilakukan pada setiap jabatan yang ada

dalam satuan kerja organisasi.
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(4) Perhitungan Analisis Beban Kerja Jabatan Fﬁngéibhéi R
dilaksanakan berdasarkan standar perhitungan vang ditetapkan

instansi pembina.

BAB III
ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 3
Analisis beban kerja dilakukan terhadap aspek-aspek, yaitu ;
a. Norma waktu (variabel tetap)
b.  Volume kerja {variabel tidak tetap); dan
c. Waktu Kerja Efektif.

Pasal 4 _ L e
(1) Norma Waktu (variabel tetap) sebagaimana dim&kSﬁd'_'_déiafh"j':'f_"'_'_';'- S
Pasal 3 huruf a merupakan waktu yang diperg’unak’aiﬂ untuk L

menyelesaikan tugas/kegiatan.

(2} Norma Waktu (variabel tetap) ditetapkan dalam standar norma':_:i'""

waktu kerja dengan asumsi tidak ada pembahan

Pasal 5 S RS
Volume kerja {variabel tidak tetap) sebagazrnana chmaksud dal&m_':'_
Pasal 3 huruf b diperoleh dari target pelaksanaan tugas untuk___:

memperoleh hasil kerja.

Pasal 6 L
Waktu Kerja Efektif sebagaimana dzmaksud dalam Pasai 3 :_ U
merupakan alat ukur dalam melakukan anahsm beban kerja yal'

(lima) jam per hari.

Pasal 7 o _

(1} Analisis beban kerja menggunakan metoda membandmgka'
beban kerja dengan jam kerja efektif per 1 {Satu) tahun.

(2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada’ ayat ( } dlperofteh darl

hasil perkalian antara volume kerja dengan norma waktu




Pasal 8

Analisis beban kerja dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan

sebagai berikut:

a.
b.
C.
d.

pengumpulan data;
pengolahan data;
penelaahan dan analisis hasil clahan data; dan

penetapan hasil analisis beban kerja.

Pasal 9

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf -

a dilakukan dengan menggunakan:

a.

formulir isian, berupa pengumpulan data dan inventarisasi
jumlah pemangku jabatan.

wawancars;

pengamatan langsung; dan

referensi.

Pasal 10

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam PasaiShumfb RRE

dilakukan dengan menggunakan :
a.
b.

Penclaahan dan analisis hasil ¢lahan data sebagalmana dlmaksud-

dalam Pasal 8 huruf ¢ dilakukan untuk memperoieh hasﬂ yang:

rekapitulasi jumlah beban kerja jabatan; TR U,
perhitungan kebutuhan pejabat/pegawﬁi,f ungkat eﬁ31en81 L
Jabatan dan prestasi kerja jabatan; dan v LT
rekapitulasi kebutuhan pejabat/ pegawm, tmgkat eﬁs1ens1 urut 3_-

dan prestast kerja unit.

Pasal 11

akurat dan objektif serta sesuai dengan kondisi senyatanya S




(1)

(2}
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Pasal 12 _
Sekretaris Mahkamah Agung menetapkan hasil perhitungan
secara Keseluruhan Analisis Beban Kerja Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di bawahnya.
Hasil Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 huruf d pada satuan kerja Mahkamah Agung ditetapkan oleh

masing-masing eselon 1.

Pasal 13

Hasil Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

huruf d di Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat

Pertama ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Pasal 14

Tahapan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam ._.Pas'a_i Vo

8

tercantum dalam Lampiran lI yang merupakan ".ba'gia'n’ tldak RS

terpisahkan dari keputusan ini.

(1)

{2)

BAB IV R R
PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN -0 o0 oo
ANALISIS BEBAN KERJA |

Pasal 15

Penanggung jawab pelaksaanaan Anahsm Beban Kerja -;d1"_{"

lingkungan eselon 1 Mahkamah Agung adalah Sckrstans
masing-masing cselon [ sedangkan di llngkungan Badan Urusan:-f{
Administrasi Mahkamah Agung adalah Kepala Biro Kepegawalan’
dan Kepala Biro Perencanaan dan Orgamsas1 Badan Urusanf.fl
Administrasi Mahkamah Agung. Lo
Penanggung jawab pelaksaanaan Analisis. Beban Kerja _
Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan. ngkat Pertamal':
adalah Sekretaris Pengadilan Tingkat Bandmg S




Analisis Beban Kerja menghasilkan informasi:©

a.

o

- oo opoo

Hasil analisis beban kerja bermanfaat sebagai:

a.

b.

b TR R AT L AT
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BAB YV
TIM ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 16
Tim Analisis Beban Kerja dibentuk oleh eselon I masing-masing.
Tim Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.

Pasal 17 -
Ketua Pengadilan Tingkat Banding membentuk Tim untuk -
melaksanakan Analisis Beban Kerja di Pengadilan Tingkat
Banding dan Tingkat Pertama. S
Tim Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ajr'éyt".(.l")" _' ) -
terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota dari'seliiruh":SéLtﬁ'éh _:..:_ s

kerja dibawahnya.

BARB VI T
HASIL DAN MANFAAT ANALISIS BEBAN KERJA .~ o = 0o

Pasal 18

efisiensi dan efektivitas kerja jabatan;
efisiensi dan efektivitas kerja unit; R
prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit; -~

jumlah kebutuhan pegawai/pejabat;

jumlah beban kerja jabatan dan Jumlah beban kerja umt dan

standar norma waktu kerja.
Pasal 19

bahan penataan/penyempurnaan strukiur 0rgan1sa31 "
bahan penilaian prestasi kerja jabatan dan prestam kerja umt
bahan penyempurnaan sistem dan prosedur’ kerja

sarana peningkatan kinerja kelembagaan;
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bahan penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan,
penyusunan daftar susunan pegawal atau bahan penectapan
eselonisasi jabatan struktural;

bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil
sesual dengan beban kerja organisasi;

pertimbangan promosi dan mutasi pegawai;

reward and punishment terhadap unit atau pejabat;

bahan penyempurnaan program diklat; dan

bahan penetapan kebijaka_n. bagi pimpinan datam rangka

peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia.

S MAHKAMAH AGUNG
RNK INDONESIA




LAMPIRAN 1l ; KEPUTUSAN SEKRETARIS MAI—IKAMAH AGUNG R
REPUBLIK INDONESIA - ST
NOMOR  : 415/SEK/SK/V/2010
TANGGAL : 31 Mei 2019

PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN -~ & . =
MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA . .

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang - efektlf eﬁ51en dan
akuntabel di era globalisasi yang menuntut profeszonahsme
sumber daya aparatur dalam pelaksanaan urusan: pemermtahan
Namun, kondisi saat ini profesionalisme yang d1harapkan belu
sepenuhnya terwujud. - : B

Salah satui  penyebab utarnanya | karena
ketidaksesuaian antara kompetensi pegawm dengan jaﬁa

dldudukmya Ketidaksesuaian itu- dlsebabkan oie'

beban kcrjanya kecil, sehingga pencapa1an tu;uan
tidak efektif dan efisien. e

Pelaksanaan analisis

diharapkan

agar terpenuhmya tuntutan kebutuhan untuk

pembangunan secara lancar dcngan : dllandam .

pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara "sebag'a.lm.a.
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diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor. 43 'Tahu.ri'l 1999
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa
sebagai unsur aparatur negara Pegawai Negeri Sipil harus
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional.
Selain  itu, pelaksanaan analisis beban kerja dapat
menghasilkan suatu tolok ukur bagi pegawai/unit organisasi
dalam melaksanakan kegiatannya, vaitu berupa norma waktu
penyelesaian pekerjaan, tingkat efisiensi kerja, dan standar .
beban kerja dan prestasi kerja, menyusun formasi pegawai, serta
penyempurnaan sistem prosedur kerja dan manajemen lainnya. . .
Hasil analisis beban kerja juga dapat dijadikan tolck ukur
untuk meningkatkan produktivitas kerja serta langkah-langkah |
lainnya dalam rangka meningkatkan = pembinaan; - ) e
penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur nega’i*a ‘baik "déti‘i' |
segi kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawalan Upaya

tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan analisis beban’ ke:{ja::_ TR L

pada setiap unit organisasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan""::'
Badan Peradilan yang berada dibawahnya secara k0n31sten dan':'_:
berkesinambungan. o |

Dalam rangka mencapai kinerja yang dlharapkan dlpandang'..-
perlu menyusun Keputusan Sekretaris- Mahkamah Agung tentang -
Pedoman Analisis Beban Kerja di Imgkungan Mahkamah'ﬁgun'

dan Badan Peradilan yang berada dlbawahnya yang merupakan-"

panduan tentang uraian langkah- Iangkah dalam melakuka

Analisis Beban Kerja pada setiap unit orgamsam cl1 ngkungan-ﬁ

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan’ yang berada dlbawahnya

ASPEK-ASPEK DALAM ANALISTS BEBAN KERJ'A: S
I.  Norma Waktu {Variabel Tetap) | o _
Waktu  yang  dipergunakan untuk menghasﬂkan /-
menyelesaikan produk/hasil kerja adalah re]atlf tetap sehmgg

menjadi variabel tetap dalam pelaksanaan anal151s beban kerja

Norma waktu perlu ditetapkan dalam Standar Norm"""':Waktu
kerja dengan asumsi tidak ada pembahan yang menyebabkan'?

norma waktu tersebut berubah.
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Perubahan norma waktu dapat terjadi karena:

a.
b.
C.
d.

Perubahan kebijakan;
Perubahan peralatan;
Perubahan Kualitas SDM; dan

Perubahan organisasi, sistem dan prosedur.

2. Volume Kerja (Variabel Tidak Tetap)

Volume kerja diperoleh dari target pelaksanaan tugas untuk

memperoleh hasil kerja/produk.

Setiap volume kerja yang berbeda-beda antar unit/jabatan

merupakan variabel tidak tetap dalam pelaksanaan analisis

beban kerja.
Contoh :

a.

3.  Waktu Kerja Efektif

a.

Salah satu tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha BII‘O s

Perencanaan dan Organisasi adalah membuat" iaporan -

B e

kegiatan penatausahaan surat masuk dan surat keluar. R

Tugas ini adalah seminggu sekali. Misal Hari Ketja 'Efél%’ﬁf - ':_ '
dalam 1 tabun untuk 3 hari kerja = 235 hari. Maka _]umlah ST

volume kerja untuk tugas membuat laporan keglatan T

dalam 1 tahun adalah 235: 5 = 47, satuannya frekuens1 SR

Tugas membuat laporan bulanan, tugas ini: adanya 1 _' s

bulan sekali. Maka jumlah volume kerja untuk tugas-_ =
membuat laporan bulanan dalam 1 tahui adalah 235 20 R

= 11,75 dibulatkan menjadi 12, satuannya frekuensi. T

Waktu kerja dalam metode ini dlmaksudkan sebagal Jam:'_'-';j'_:;“:_-, S

Kerja Efektif, artinya Jam kerja yang : secara efektzf | ;

digunakan untuk bekerja. Jam Kerja Efekuf terdiri -darl' |
jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu ker]a'

yang hilang karena tidak bekerja sepérti meiepas lelah N :

istirahat makan dan sebagainya.




-4 -

Untuk dapat melakukan analisis beban kerja Sécara béﬁk“
dan benar, terlebih dahulu perlu ditetapkan alat ukurnya,
schingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara
transparan.

Keterbukaan/transparansi ini sebagai suatu syarat agar
pelaksanaan analisis beban kerja dapat dilaksanakan
secara obyektif, sehingga laporan hasil analisis beban
kerja benar-benar akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Waktu Kerja Efektif didapat dari waktu kerja formal
dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak
bekerja/waktu luang {kurang lebih 30%).

Dalam menghitung waktu kerja efektif d1gunakan ukuran o )

sehagai berikut:

1)  Waktu Kerja Efektif Per Hari= 1 harix 5 jam = _' o .

300 menit

2) Waktu Kerja Efektif Per minggu = 5 hari x Sjam= .~ =

25 jam = 1.500 menit

3) Waktu Kerja Efektif Per bulan = 20 harix 5 _]3111 — '_ = RN

100 jam = 6.000 menit

4]  Waktu Kerja Efektif Per tahun = 240 harl X 5 Jam —'  e

1.200 jam = 72.000 menit

Kriteria suatu alat ukur yaitu:

a.

Sesuai dengan kriteria alat ukur, maka dalampelaksaﬁaan

analisis beban kerja yang dipergunakan sebagai alatukur

Vahd ar ‘{.lrlya alat 'leur yang ak an dlpergun akan L

mengukur beban kerja sesuai dengan rnatenal yang akan :

divkur;

Konsisten, artinya dalam melakukan anahsls beban kErja SRR

harus konsisten dari waktu ke waktu;

Universal, artinya alat ukur harus dapat dlpergunakan'_'j;-’._.-i._:'___-.._.___-':.;
untuk mengukur berbagai unit kerja maupun hasil Icerj;a Ty

sehingga tidak ada alat ukur yang lain atau Khusus untuk" -

suatu unit kerja atau hasil kerja.
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adalah jam kerja efektif yang harus diisi dengan tiridak”keﬁé" R
untuk menghasilkan berbagai produk baik yang bersﬂat A o
konkrit (benda) atau abstrak (jasa). g

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dihitung jam kerja

efektif yang akan digunakan sebagai alat ukur dalam

melakukan analisis beban kerja.

Contoh penghitungan 1 ;
a. Untuk 5 hari kerja :
- Jam Kerja PNS Per Minggu = 37,5 Jam (87 Jam - . o |
30 Menit} R LR
. Jam Kerja PNS Per Hari = 37,5 Jam : § = 7,5 Jam S
(7 Jam 30 Menit) EEER S
. Waktu Kerja Efektif Per Hari = 70% x'?’,SJam=5 e ::.'_ L
Jam 15 Menit = 315 Menit dibulatkarn 300 Meait =~~~ ¢

- Waktu Kerja Efektif Per Mingeu =5 Hari x .
300 Menit = 1.500 Menit '_ e '_

- Waktu Kerja Efektif Per Bulan mEOHarI x
300 Menit = 6.000 Menit -

- Waktu Kerja Efektif Por Tahun = 12 Bulan x

6.000 Menit = 72.000 Menit = 1.200 Jam

Contoh penghitungan 2: ST e
a. Hari kerja efektif adalah jumlah han dalam kalender

dikurangi hari libur dan cuti.

Untuk 5 hari kerja : LT e
Jumlah hari per tahun 0 365hari
Libur Sabtu-Minggu 104 hari -~

Libur Resmi 14 hari

Cuti 12 hari
235hari
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b. Waktu Kerja Efektif adalah jumlah jam kerja dlkurarlg1 '

dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja
(allowance) seperti buang air, melepas lelah, istirahat
makan dan sebagainya. Allowance rata-rata sekitar 30%

dari jumlah jam kerja formal.

Jam Kerja per Minggu:
37 Jam 30 Menit.

Waktu Kerija Efektif per Mingeu (dikurar_lgi waktu luang
30%,) :
70/100 x 37 Jam 30 Menit = 26 Jam 15 menit = 26 jam

Waktu Kerja Efektif per hari :

5 hari kerja = 26 jam/5 hari = 5 jam 15 menit/hari=5jam

Waktu Keria Efektif per Tahun :

5 hari kerja = 235 hr x 5 jam/hr = 1.175 jam = 1.200 Jam o

Waktu kerja efektif tersebut akan menjadi alat pengukur S

dari beban kerja yang dihasilkan setiapunit = . .

kerja/jabatan.

FAKTOR-FAKTOR  YANG DIPERTIMBAN'GKAN' DALAM.".:-'_'.-'_:__5;_:_;: i

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAIL NEGERI SlPlL

Dalam menghitung kebutuhan pegawai perlu mempertlmbangkan':_T_"__-ﬁ_ﬁ R

faktor-faktor sebagai berikut:
1. Beban kerja

Beban kerja merupakan faktor penting dalam menghltung"-'3_'.'::_':' S

kebutuhan pegawai. Beban kerja dltetapkan berdasarkan’ tugas : :

dan fungsi unit organisasi yang selanjutnya diuraikarr. men_] a dff""'

rincian tugas yang diselesaikan pada jangka’ waktu tertentu.

2. Standar kemampuan rata-rata

Standar kemampuan rata-rata pegawali da.lam mcnyclesagkan' SRR

tugas dapat diukur berdasarkan satuan- waktu atau’ satuan“.’_i-':_._':-_-
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hasil, Standar kemampuan dari satuan waktu disebut deﬁg'a'n. :
norma waktu. Sedangkan standar kemampuan dari satuan
hasil disebut dengan norma hasil.
a. Norma Waktu
Norma waktu adalah standar kernampuan rata-rata
pegawai dalam menyelesaikan tugas yang diukur
berdasarkan satuan waktu. Dalam penghitungannya -

digunakan rumus:

ORANG x WAKTU
HASIL

NORMA WAKTU =

Contoh: Operator Komputer dalam waktu 60 menit dapat .

menghasilkan beberapa lembar ketikan, mlsainya 6 S

lembar ketikan.

NORMA HASIL =

ORANG x WAKTU

Contoh: Penganalisis Formasi Pegawaz : antiik

menghasilkan pertimbangan teknis atasusultarnbahan

NORMA HASIL =

Dari contoh tersebut dapat dltetapkan bahwa rata-
standar kemampuan seorang Penganalism Forrnam_;
Pegawai untuk menghasilkan pert1mbangan tekms atas':'_
usul tarnbahan forrnasi CPNS darl satu . mstansi.:_-

diperlukan waktu 60 menit.

Wakiu Kerja R
Waktu kerja dalam metode ini dlmaksudkan sebagal Waktu
Kerja Efektif, artinya Jam kerja yang secata. efcktaf digunakan:-_‘i
untuk bekerja. Waktu Kerja Efektif terdiri dan gurnlah Jam_ k(“..,.'(_‘]a_'._.-i




TAHAPAN PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA
Analisis beban kerja dilaksanakan . secata’ mstematxst::

tahapan-tahapan sebagai berikut:

1.

formal dikurangi dengan waktu kerj-a yalng hi.lan'lg karena tldak o
bekerja seperti melepas lelah, istirahat makan dan sebagainya.
Dalam menghitung waktu kerja efektif digunakan ukuran
sebagai berikut:

a. Waktu Kerja Efektif per hari = 1 hari x § jam = 300 menit O

b. Waktu Kerja Efektif per minggu = 5 hari x 5 jam = 25 Jam'-i}_'
= 1.500 menit el e I

c.  Walktu Kerja Efektif per bulan = 20 hari x sjam 2166 jé&ﬁ LR
= 6.000 menit o

d.  Waktu Kerja Efektif per tahun = 240 hari x 5 jam = 1 200"-_:; - .
jam = 72.000 menit

Pengkajian Organisasi.

Sebelum melakukan pengumpulan data, para anahs .;:-harus

melakukan pengkajian organisasi - sehmgga memperole

kejelasan mengenai:

a. tugas pokok dan fungsi;
b.  rincian tugas; dan
¢c. rincian kegiatan.

Pengumpulan Data

Setelah melakukan pengkaﬂan ' orgamsas1
pengumpulan data dapat dilakukan- dengan

a. menyebarkan formulir isian (Form A)
b. wawancara;
c.  observasi; dan

d. studi literatur.
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FORM A
PENGUMPULAN DATA BEBAN KERJA

1. NAMA JABATAN

UNIT ORGANISASI

SATUAN KERJA

JUMLAH
RINCIAN NORMA

NO SATUAN | VOLUME PERALATAN | KET

TUGAS/KEGIATAN WAKTU

KERJA |

1 5 3 7 5 6 | 7

Petunjuk Pengisian:
Setiap Jabatan dibuatkan Form A.

a,
b.

C.

Responden, .

L T

Nama Jabatan diisi dengan nama jabatan dari responden, :
Unit Organisasi diisi dengan nama unit eselon [ dan > Umt eselon RS
sebagai basis analisis beban kerja; : S
Satuan Kerja diisi dengan nama unit eselon 11 1nduk clan umt organ sa
vang disebutkan pada angka 2; S e
No/Kolom (1) diisi dengan angka untuk membcn nomor urut atas uralan
yang tercantum pada kelom {2);
Rincian Tugas/Xegiatan Kolom (2} diisi dengan tugas tugas / k g1atan
kegiatan yang harus dikerjakan oleh pemegang _]abatan yang disebutkan
pada angka 1;

Satunan {koiom 3) diisi dengan kata yang menggambarkan suatu bes
dari output, diusahakan yang bersifat universal; :
Jumlah Volume Xerja (Kolom 4} diisi dengan angka saja yang
menggambarkan besarnya/banyaknya volume kerja yang d1ura1kan’-'_
pada kolom (2};
Norma Waktu/Kolom (5) diisi dengan Jumlah / besarnya wal{tu yang
diperlukan untuk memproses secara logis, wajar dah nofmal (t:dak
super} guna menyelesaikan tugas secara rata-rata- berdasarkan tugas» '
tugas/kegiatankegiatan yang diuraikan pada kolom*(2); -~ - =
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Peralatan (kolom 6) diisi dengan jenis peralatan spemﬁk yang dlgunakan :
untuk memproses sebagaimana diuraikan pada kolom (2);

] Keterangan (Kolom (7) diisi dengan penjelasan untuk menerangkan hal—-- o
hal yang perlu dijelaskan pada kolom (2) sampai dengan (6} di sebelah’
kirinya.

3. Setelah melakukan pengumpulan data beban kerja, dilakukan o
pencatatan inventarisasi jumlah pemangku jabatan, sesuai
dengan formulir isian (Form B).
FORM B AR
INVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN =
1. UNIT ORGANISASI :
2. SATUAN KERJA
NO NAMA JABATAN GOLONGAN| JUMLAH| KRBT |

Petunjuk pengisian:

A

CUNIP,

a.

b.

C.

Unit Organisasi diisi dengan nama unit eselon III Umt orgamsam mi
sebagai basis analisis beban kerja; '

Satuan Kerja diisi dengan nama unit eselon II mduk dan umt orgamsas1
yang disebutkan pada angka 1;

No/Kolom (1} diisi dengan angka untuk membetii nomor urut atas uraian
yang tercantum pada kolom (2}; :
Nama Jabatan/Kolom (2) diisi dengan . nama-natms Jabatan baik
struktural maupun non struktural yang -ada d1 hngkungan un1t
organisasi yang disebutkan dalam angka 1 di atas: : R
Golongan/Kolom {3} diisi dengan golongan- goiongan atas _]abatan' yang
disebutkan dalam kolom (2); R
Jumlah/Kolom {4} diisi dengan jumlah pejabat per go ga_n ang’.;
disebutkan dalam kolom (3) dan jabatan tersebut'dalan kolom [2}, P '
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g  Keterangan/Kolom (5) diisi dengan penjelasan untuk menerangkan hal-
hal yang perlu dijelaskan pada kolom (2) sampai dengan (4) di sebelah
kirinya.

4. Pengolahan Data Beban Kerja

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan
menggunakan formulir isian (Form C), digunakan untuk
menghitung beban/bobot kerja setiap jabatan yang berada

pada satu unit organisasi.

FORM C
REKAPITULAS! JUMLAH BEBAN KERJA JABATAN

1. UNIT ORGANISASI
2. SATUAN KERJA

o NAMA JUMLAH BEBAN KERJA JABATAN
JABATAN (VOLUME KERJA x NORMA WAKTU) -
1 2 3 |
JUMLAH
ANALIS,

L R R T T
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Petunjuk pengisian:

Setiap Unit Eselon II1 dibuatkan formulir C;

a,

b.

L.

1. UNIT ORGANISASI
2. SATUAN KERJA

Unit Organisasi diisi dengan nama unit organisasi eselon HI sesuai dengan -
yang tersebut pada Form A;

Satuan Kerja diisi dengan nama satuan kerja sesual dengan yang tersebut
pada Form A;

No/Kolom (1) diisi dengan angka untuk memberi nomor urut atas nama-
nama jabatan yang tercantum pada kolom {(2);

Nama Jabatan, Kolom {2} diisi dengan nama-nama jabatan yang ada; s

dalam unit organisasi sebagaimana tersebut angka 1;

Jumlah Beban Kerja Jabatan, Kolom (3) diisi dengan angka saga sebagal
hasil perkalian antara Volume Kerja x Norma Waktu dari data Forrx A,

berdasarkan hasil analisis para Analis;

Selanjutnya jumlah seluruh beban kerja (bagian bawah) yang mempakanz | R
bebann  kerja unit secara  keseluruhan  diperoleh: : dengan ..

menjumlahkan/sigma beban kerja pada kolom 3.

5. Form D digunakan untuk menghitung jumlah kebut‘uhan
pegawai/ pejabat, tingkat efektivitas dan efis1en51 Jabatan (EJ)"..- IR

dan tingkat prestasi kerja jabatan (PJ).

FORMD . R
PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEJABAT / PEGAWAI

TINGKAT EFISIENSI | _ G

JABATAN (EJ) DAN PRESTASI KERJA JABATAN {PJ)*';_'}_

NO

NAMA JUMLAH BEBAN | PERHITUNGAN JML | JUMLAH PEG S
JABATAN | KERJA JABATAN | KEBUTUHAN PEG YANG ADA 2

2 3 4 N 5 e

JUMLAH
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Petunjuk pengisian:

a.
b.

C.

Setiap unit organisasi dalam suatu satuan kerja dibuatkan formulir D;
Unit Organisasi diisi dengan nama unit organisasi sesuai dengan yang
tersebut pada Form A,

Satuan Kerja diisi dengan nama satuan organisasi sesuai dengan yang
tersebut pada Form A;

No/Kolom {1) diisi dengan angka untuk memberi nomor urut atas uraian
yang tercantum pada Kolom (2);

Nama Jabatan /Kclom (2} diisi dengan nama-nama jabatan dari Form C;
Jumlah Beban Kerja Jabatan/Kolom (3} diisi dengan jumlah beban kerja
pada Kolom (3) Form C, yang dibagi dengan 60 funtuk memperoleh jumlah
beban kerja dalam satuan jam);

Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat /Kolom (4) diisi dengan
jumlah beban kerja jabatan pada kolom (3) dibagi waktu kerja efektif per
tahun (1200 jam), dengan rumus:

Jumiah Kebutuhan Pegawai/Pejabat = Jumlah beban kerja jabatan : Waktu

1)

2)

3)

1)

Kerja Efektif per tahun

Kolom (4) = Kolom (3} : JKE PER TAHUN

Jumlah Pegawai/Pejabat Yang Ada/Kolom (5) diisi dengan JUmlah el

pegawai/ pejabat sesuai dengan data pada Form B;

+/- Kolom (6) diisi dengan hasil selisih antara kolom (5) dengan kolom (4) L
Jika kolom (4} > kolom (5) maka terdapat kekurangan jumlah pe;abat ya.ng Rt

disebutkan dalam kolom (2), dan demikian juga sebaliknya;. . ...

EJ (Efektivitas dan Efisiensi Jabatan)/Kolom . (7) - diisi - dengan;,_-::_. 3

menggunakan rumus ;

Beban Kerja Jabatan
EJ =

Jumlah Pemangku Jabatan X Waktu Kerja Efektif Per Tahun =~ |

Kolom (3)

Kolom (7) =
Kolom {4} X 1200

PJ (Prestasi Kerja Jabatan)/Kolom (8) diisi dengan menggunak&m o

pedoman

a] EJdiatas 1,00 = A (Sangat Baik}
b} EJ antara 0,90 -1,00 = B {Baik)

c) BJantara 0,70 - 0,89 = C {Cukup)

d) EJantara 0,50 - 0,69 = D (Sedang)

e} EJdibawah 0,50 = E {(Kurang)
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Jumlah Kolom (3}, {4), dan {5) diperoleh dengan menjumlahkan angka
dalam kolomn yang bersangkutan;

Jumlah kolom (6) diperoleh dari selisih antara kolom (5) dan {4}, Kolom
(7) — (8) tidak dijumlahkan o
Keterangan kolom (9} diisi dengan penjelasan untuk menerangkan hal-hal
yang perlu dijelaskan pada kolom (2) s/d (5) di sebelah kirinya,

6. Form E digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan
pegawai/pejabat unit, tingkat efektivitas dan efisiensi unit (EU)

dan tingkat prestasi kerja unit (PU).

FORM E
REKAPITULASI KEBUTUHAN PEJABAT/PEGAWAL,

TINGKAT EFISIENSI UNIT (EU) DAN PRESTASI KERJA UNIT (PU) - - .

SATUAN KERJA

JUMLAL JOMLAH |

NAMA JML _ 1

BEBAN PEG | . ] R ER R

NO UNIT KEBUTUHAN 4/l BUY PU KRBT

KERJA YANG | it D =

ORGANISASI PEG L
UNIT ADA RS A S I et
JUMLAH

ANALIS,

NIP

Petunjuk pengisian

a.
b.

C.

Setiap satuan kerja dibuatkan formulir E;

Satuan Kerja diisi dengan nama satuan kerja sesuai dengan’ yang tersebut:..f_

pada Formulir A;

No/Kolom (1} diisi dengan angka untuk memberi nomor urit atas uramni}'-:-"-_:

yang tercantum pada Kolom (2);

Nama Unit Organisasi/Kolom (2) diisi dengan nama unit 0rgan1sa51 yang' '- :

telah dibuatkan Form D;

Jumlah Beban Kerja Unlt/ Kolom (3) diisi dengan jumlah beban kcrja umt S

pada Form D bagian bawah;

Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat/Kolom (4) d11s1 dengan _]umla.h

kebutuhan pegawai/pejabat dari Form D bagian bawah;




&

1)

2)

4)
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Jumlah Pegawai/Pejabat Yang Ada/Kolom (5) diisi dengan jumlah -
pegawai/ pejabat sesual dengan Form D bagian bawah:

+/- Kolom (6] diisi dengan data dari Form D bagian bawah; -
EU (Efektivitas dan Efisiensi Unit} Kolom (7) diisi dengan menggunakan '
TUmus:

Beban Kerja Unit
EJ e e S e —————

Kolom [4} x 1.200

PU (Prestasi Kerja Unit] /Kolom (8) diisi dengan mengg;.makan pedoman

a} EU di atas 1,00 = A (Sangat Baik) - Lo
h) EU antara 0,90 - 1,00 =B (Baik)

c¢)] EUantara 0,70-0,89 =C (Cukup) ...
d) EU antara 0,50-0,69 =D (Sedang} .

e] EUdi bawah 0,50 = E (Kurang) PSS TI
Jumlah Kolom (3}, (4}, dan (5} diperoleh dengan menjumlahkan. gka
dalam kolom yang bersangkutan. el
Jumlah kolom (6) diperoleh dari selisih antara kolom (5) clan (4), Kolorn'
(7} - {8) tidak dijumlahkan. "
Keterangan kolom (9} diisi dengan penj elasan untuk meneran
yang perlu dijelaskan pada kolom (2) s/d (5) di sebélah kirinya.

7. Penelaahan Hasil Olahan Data.

memperoleh  hasil yang akurat dan

menggambarkan kondisi senyatanya

Dari hasil pengukuran beban- 'kéfjsi"'

sering - dljumpal
kecenderungan yang bervariasi dengan kemimgkman tldak

rasional :

a. Di atas normal, yang disebabkan adanya maﬂc up ada_

data volume kerja dan atau normsa waktu yang 'dapat
dicatat  Analis/dilaporkan oleh responden

sebaliknya.

b. DPi bawah normal, yang dlsebabkan kurang : engkapnya

produk dan kecilnya norma waktu ":-_-yémg dajjat

diinventarisir oleh Analis atau d1laporkan oleh responden
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Untuk mengurangi deviasi yang dapat terjadi, maka hasil yang

diperoleh perlu dievaluasi dengan unit yang beban kerjanya

dianalisis dengan mengecek :

a.

Apakah unit tersebut sering/rata-rata sepanjang tahun

melakukan kerja lembur vang nyata (tidak fiktif).

Perlu dilakukan pengamatan secara acak atas kesibukan

harian unit yang dianalisis.

Penetapan Hasil Pengukuran Beban Kerja

a.

Penetapan hasil pengukuran beban kerja di lmglﬂlrlgan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawéh'nya.._

sehagal berikut :

1)

2)

3)

4)

Setelah selesai melakukan pengolahah’ databeban _'
kerja, Tim Analisis Beban Kerja Mahkamah Agung*__’f AT

menyampaikan hasilnya - kepada plmpman umt'_-'-"':i-':_" L

organisasi eselon 1 yang dianalisis:

Apabila dinilai sudah- memadsu, hasﬂ tersebut"_

dibuatkan surat pengamtar yang ditujukan_kepada"_
Sekretaris Mahkamah Agung untuk memperolehf

keputusan penetapannya; -

Berdasarkan surat pengantar tersebut '_ Sekretarzs--_

Peradilan di Bawahnya; S
Hasil penelaahan kcmudlan daa;uka
Sekretaris Mahkamah Agung dalam bentuk telaahan




organisasi eselon [ yang dlanahsls

staf, dan apabila sudah dianggap memadai,
dibuatkan surat keputusan .. penetapan - _:'_;"b-lé'h" S
Sekretaris Mahkamah Agung; dan _ -

Penetapan hasil pengukuran beban kerjﬁ kemudian N

disampaikan kembali kepada plmpman umt' L

Penetapan hasil pengukuran beban kerja d1 Pengadﬂan S

Tingkat Banding sebagai berilkut :

1)

Setelah selesat melakukan - pengolahan data beban":ﬁ._.:_" Sl
kerja, Tim Analisis Beban Kerja Pengadzlan ngkat'f-'."-' IR

Banding menyampaikan hasﬂnya kepada lepman

satuan kerja Pengadilan ngkat Bandmg yang:é_

dianalisis;

yang membu:i&ngl anahSls :""beban

prinsip koordmam mtegram
dalam satuan kerja Pcngadlla
ditelaah maupun antar umt 1
dalam maupun - d1 luar lmg
Tingkat Bandifig, B
Hasil pcnelaahan kemudla

Sekretaris Pengadﬁan T&ngka'

Sekretaris Pengadllan ngkat Baneh |
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6) Penetapan hasil pengukuran beban kerja kemudian-

disampaikan kembali kepada pimpinan satuan kerja

Perangkat Pengadilan Tingkat Banding - yang

dianalisis.
Penetapan hasil pengukuran beban kerja di lingkungan
Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut :

1) Setelah selesai melakukan pengolahan data beban
kerja, Tim Analisis Beban Kerja Pengadilan Tingkat

Pertama menyampaikan hasilnya kepada pimpinan

satuan kerja Pengadilan Tingkat . Pertama. yang L

dianalisis; : S _
2) Apabila dinilai sudah memadai, hasil tersebur- -
dibuatkan surat pengantar yang. di‘tiijukéﬁ"-'kébaﬂa' S -

Sekretaris Pengadilan Tingkat | Pertama untuk-;.. R

memperoleh keputusan penetapannya;

3) Berdasarkan surat pengantar tersebut, 'S'ekfé:tz'éﬂs’
Pengadilan Tingkat Pertama menugaskan umt ker}a--'_ LT

yang membidangi analisis beban’ kerja ul'ltuk"_.:"::_'_'

melakukan penelaahan guna pemberlan penetapan:f_-. .

atas hasil pengukuran beban kerja, BT

4) Dalam melakukan penclazhan umt ker_]a yang"-.” i

membidangi analisis beban kerja Wa_]lb e l'lcrapkan'-"_'i

prinsip koordinasi, integrasi dan’ sinkronisasi balk"_-_'_":__"."- "
dalam satuan kerja Pengadilan Tingkat Pertama Yang e l.
ditelaah maupun antar unit lain yang _terkalt -_balk di .:-j Dok

dalam maupun di luar hngkunganPengadﬂan S

Tingkat Pertama;

3) Hasil penelaahan kemudlan dzajukan : kepada;-::

Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk .;: L
telaahan staf, dan apabila sudah'dlanggap'm'em'a'dai,' S

dibuatkan surat keputusan - pen‘etapﬁﬁ oleh

Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertamas dan -

6) Penetapan hasil pengukuran beban kerja kemudlan.

disampaikan kembali kepada-p1mpman satuan kEI] a:

Pengadilan Tingkat Pertama yang dianalisis, S e
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d. Penetapan hasil pengukuran beban kerja disampaikan
kepada unit kerja vang ada di lingkungan organisasi yang
dinilai dengan disertai petunjuk yang harus dilaksanakan
dalam rangka peningkatan pendayagunaan SDM, yang
meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan

kepegawaian.

PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja ini dimaksudkan
untuk mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan/unit
kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
bawahnya, sehingga dapat diperoleh informasi tentang efisiensi dan
efektivitas kerja organisasi, serta mempunyai tujuan untuk
meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan,
proporsional dan rasional dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance).

Hasil analisis beban kerja juga dapat dijadikan tolok ukur

untuk meningkatkan produktifitas kerja serta langkah:langkah =

lainnya dalam rangka meningkatkan pembinaan, penyempurnaan

dan pendayagunaan aparatur negara baik dari segi keiemba'g'aé'r‘i',ﬁ.; ' L o

ketatalaksanaan maupun kepegawaian.
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Dengan demikian pedoman analisis beban kerja ini merupakan
salah satu instrumen dalam rangka peningkatan kapasitas
organisasi, dan agar instrumen ini dapat dipergunakan untuk
penataan organisasi/kelembagaan dan kepegawaian maka harus
didukung oleh kesepakatan dan komitmen yang kuat dari pimpinhan

untuk melaksanakannya secara konsisten.

MAHKAMAH AGUNG
INDONESIA




